PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 900/037

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka meningkatkan @ kualitas
pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan
sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang
Standar Pelayanan Publik di lingkungan DinasSosial

Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-
92);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3886);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);




10.

L1,
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13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik -Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Tahun 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3177);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4451);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik nIndonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6132);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 77);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 78);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
567);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6195);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 369);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga
Penyelenggaraan Kescjahteraan Sosial (Berita Negara

'Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928);




Menetapkan
KESATU
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Peraturan Menteri Sosial

Tahun 2017 Republik Indonesia Nomor 5

tentang Standar Rehabilitasi Sosial
gengan Pende‘katan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita
egara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

’?e;aturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7

Rahun- : 2917 'tentang Standar Habilitasi dan
chabilitasi Sosial - Penyandang Disabilitas (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16
Tahun_2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi

Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 780);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
868);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 38);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

$o 3 O O Rl b e

Pelayanan Anak Putus Sekolah;

Pelayanan Anak Terlantar;

Pelayanan Anak Nakal;

Pelayanan Anak Jalanan;

Pelayanan Anak Balita Terlantar;

Pelayanan Penyandang Disab;l;tas Mental;

Pelayanan Penyandang Disablhte}s: Sensorik Ne_tra;
pelayanan Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu
gallcaa;?r,lan Penyandang Disabilitas Intelektual;

. Pelayanan Lanjut Usia,

11,
12.
13.

Pelayanan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar;

layanan Eks Wanita Tuna Susila; . '
gilzganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Flnman Standar_“ Pelayanan Publik masing-masing jenis
ayba“al? sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kepala Panti
Pelayanan Sosial Kelas B wajib menyusun, menetapkan
maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen
pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.

Stand.e_lr P_elayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati
dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi
rr}asyarakat serta Maklumat Pelayanan wayjib
dipublikasikan.

Kepala Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Kepala Panti
Pelayanan Sosial Kelas B menetapkan petugas khusus
layanan dan petugas pengelola pengaduan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 Desember 2018
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Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.



